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wALI Ko皿s工BOLGA

PROVINS工SUMATERA UTARA

pERATURAN wAしI Ko皿s量BOLGA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TEN皿NG

pEDOMAN po払払R重ER pEGAWA重NEGERI s暮plL

D重しINGKUNGAN PEMBRINTAH KOTA S重BOLGA

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

wAH Ko恥s事BOしGA,

Menimb紬g : a･ b血wa pcng紬gkat紬pegawai nege正sip組d出血suatu jabat紬

guna pengembang劃ka正er pegawai negeh sipH dⅡaks孤独【an

berdas紬kan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,

prestasi kelja dan jenjang pangkat yang ditetapkan serta syarat

obyektif lainnya ;

b. bahwa dalam rangka melaks紬akan ketentuan pasal 188 ayat

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Taliun　2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintch Nomor 17 Tchun 2020 tentang

Pembahan A屯s Peraturan Pemer止血h Nomor 1 1 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun

pedoman pola karier pegawal negeri sipil;

c. bahwa berdaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam humf a dan bumf b, perlu mene屯pkan Peraturan Wali

Kota tentang pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di

L血gkung狐Peme轟ntah Kota Sibolg鼠;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor　8　Drt Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalan Lingkungan

Daerah Hov血si Sumatera Utam匝mb虹紬Neg紬a Repub肱

Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan I,embaran Negara

RcpubHk暮皿donesia Nomor 1 092) ;

2･ Und紬g-Und紬g Nomo重5 T血un 2014 tent劃g Ap紬atur Sipil

Neg紬a (Lemb虹an Negara RepubHk　工ndonesia Tahun　2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta血un　2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Taliun 2020 tentang Cipta

Kelja (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2020 Nomor

292, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor

6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor　11　Tahun　2017　tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagalmana telah diubah

dengan Peraturan Peme正ntah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Pembahan Atas f℃ratur狐Pemehntah Nomor 1 1 Tahun　2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik lndonesia　地Iun　2020　Nornor　68, Tambaha皿

Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;

5. Peratur紬Badan Kepegawai狐Negara Nomor 28 Tahun 2020

tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Pegawai

Negeh Sip組(Be正ta Negara Republik Indonesia Tahun　2020

Nomor 1565);

6. Peraturan Menteri Pendayagun-　Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir

Pegawai Ncge正Sip組(Be正ta Negara Republik重ndonesia Tahun

2021 Nomor 526);

MEMUTus阻N :

Menetapkan : PBRATURAN WAH Ko皿　TENTANG PEDOMAN POLA KARIER

PEGAWAI NBGER量　SIP重し　D重　りNGKUNGAN PEMER重NTAH KOTA

S量BOしGA.

Pasal1

D弧am Peratumn Wan Kota血i yang dimaksud denga皿:

1. Daerah ad瓢ah Kota si比lga.

2. Pemehntah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Peme正ntah狐　Daerah yang memimpin

pelak憩n- urusrm pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wa止Kota Sibolga.

4. Se血eta正s Daerah adalah Se血eta轟s Daerah Kota Sibolga.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu W瓢i Kota dan

Dewan Pervakilan Rakyat Daerah dalan penyelenggaraan

urus紬pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6･ Bad紬Kepegawaian Dae｢ah yang sela可utnya disingkat BKD

adalah Perangkat Daerah yang melaksa皿akan unsur penu巾紬g

u｢us劃peme正ntahan bidang kepegawaian.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan

peljanjian kerja yang bekelja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk mendudu貼jabatan pemehntahan.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS

adalah Calon PNS Pemerintah Kota Sibolga.

10･Pola Kaher PNS adalah pola dasar mengenai umtan

penempat狐dan/atau perp血dah劃PNS dal劃dan anta重posisi

di se缶ap jenis Jabat紬seca重a berkes心細bung紬.
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11. Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan

kebutuhan tenaga PNS secara kuali屯亀f sesuai deng紬

persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat

mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai

Kaher set血ggi-t血綬inya di dalam organisasi.

12. Mutasi ad瓢ah pengangkatan atau pem血dahan dad satu

jabatan ke jabatan lain yang setara.

13. Homosi adalah pengangka屯n a屯u pem土ndahan dad satu

jabat紬ke jabatan la血se心ngkat leb血色n∈嫁i.

14. Kompetensi ad孤ah kemampuan da皿karaktehst批y狐g di皿ili鵬

oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap

perilaku yang diperlukan untuk pelakcanaan tugas jabatannya.

15. Peta Jabatan ad粗ah susunan Jabata重i yang digambarkan

secara seca重a ve轟ik血, ho轟zont血, maupun diagon血menumt

struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta

persyaratan Jabatan yang mengganbarkan seluruh Jabatan

yang ada d狐kedudukannya.

16. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang

berdasark紬pada kuali紐`asi, kompetensi, dan貼ne寄a secara

adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang

politik, ras, wama kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status

pemikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

17. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu

d紬telah lulus tahap紬seleksi y紬g ditentukan dan temasuk

dalan kelompok rencana suksesi.

18. Manaj‘emen Talenta Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disebut Manaj’emen Talenta ASN Nasional dan Manajemen

Talenta ASN宣nstansi.

19. Manajemen Talenta ASN Nasional adalah sistem manajemen

ka正er ASN y紬g mclipu宜　tahap紬　akuisisi, pengembangan,

retensi, dan penempatan t血enぬyang dip五〇五taskan untuk

menduduki Jabatan target berdasarkan potensi dan kine重ja

tertinggi melalui suatu mekanisme uji dan penilaian secara

efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan lnstansi

Pemerintal secara nasional dalan rangka akselerasi

pembangunan nasional.

20. Manaj’emen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen

ka正er ASN y紬g meHpu仕　tahapan akuisisi, pengemb狐gan,

retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk

menduduki Jabatan target berdasarkan potensi dan kine重ja

te血nggi melalui mekanisme　山i dan pen虹aian y狐g

dilak組nakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi

kebutuh紬量nstansi Peme正ntah.

21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalan suatu

satuan organisasi.

22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan

Jabaセm berdasarkan t血gkat kesuⅡtan, tanggung jawab,

dampak, persyaratan kualifikasi pekeljaan yang digunakan

sebagai dasar pengg劉ian.

23. Jabatan ELpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah

sekclompok Jabatan也nggi pada instansi pemehntah.

24. Pejabat mnpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT.
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25･ Jabat劃　Adminis廿asi yang sela可ut叫ya disingkat JA ad血ah

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaltan

dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangu n狐.

26･ P匂abat Adminis血asi ad血ah PNS y狐g mendudu貼JA pada

inst狐si pemehntah.

27･ Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaltan

deng狐pelayanan血ngsional yang berdas狐k紬pada keahlian

dan keterampilan te轟entu.

28. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada

instansi pemerintah.

29･ Bselon adalah血i容kat Jabatan s廿uktur血y紬g menu可ukk細

心ngkat kcdudukan seorang PNS d血am susunan organisasi.

30. Kelas Jabatan adala血kedudukan yang menunjukkan tingkat

seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah

yang皿es岨pun berbeda dalam hal jenis pekc寄aan, tetapi cukup

seta重a dala皿h血色ngkat kesu脆t紬dan t狐ggung jawab, dan

tingkat persyaratan kualifikasi pekeljaan dan digunakan

sebagal dacar pengga]ian.

31. Penilalan貼nelja adala血hasil kinelja yang dicapal oleh setiap

PNS pada satuan organicasi sesuai dengan saaran kinelja

pegawai dan perilaku kelja.

32. Perilaku Kelja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan

yang d組akukan oleh PNS atau正dak melakuk狐sesuatu y紬g

seh狐usnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peratura皿

perundang- undangan.

33. Tim Penilai Kinelja PNS adalah tin yang dibentuk oleh Pejabat

y狐g beⅣen紬g untuk membe轟kan pe轟imb紬gan atas usul紬

peng紬gkatan, pemindahan, pembe血en缶an dalam Jabatan,

pengembangan Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi

PNS.

34. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

ad瓢ah　両abat yang mempu種yai kewenangan menetapk紬

pengangkat紬, pemindah紬, dan pemberhenda皿　PNS se巾a

pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai

dengan ketentuan peratur狐perundangund劃g紬.

35. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat ftyB

ad血ah p匂abat yang mempunyai kewenangan melaks紬akan

proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang

menga出batkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.

37. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah

ba屯s usia PNS hams diberhendkan deng紬homat da正PNS.

Pasきれ2

( 1) PPK menge獲ola Pola Ka正er PNS Peme正ntah Daerah.

(2) Koordinasi pengelolaan Pola Karier PNS sebagainana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan °1eh BKD.
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(3) Se心ap Per狐gkat Daerah mengelola Pola Ka正er PNS di unit ke轟a

皿asing-mas血g.

Pasal3

( 1) Pola Kaher PNS disusun dcngan sistcmat此a melipu寄:

a. Bab事pendahuluan:

b. Bab ○○ Perencanaan Pola Ka正er;

c. Bab重重賞Pelaksanaan Pola Kaher;

d. Bab IV Pemantauan dan Evaluasi; dan

e. Bab v penutup.

(2) Pola Kaher PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum d瓢a皿　L卿piran Peratu則　Wali Kota　血i yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kota

ini.

Pasal4

(1) BKD menyanpaikan laporan pelak組naan Pola Karier PNS

kepada PPK se血ap tahun.

(2) Laporan pelak輸naan Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1), paling sedi瞳t melipu亀:

a. idend窟kasi kebutuh劃;

b. has組｢encana redist正busi atau renc紬a suksesi;

c. pengembangan;

d. pem紬tau劃d紬ev瓢uasi; dan

e･ penempatan.

Pasal5

Peraturan Wan Kota血i mulai berlaku pada tan離1 diundangkan.

Agar se心ap orang mengetahu血ya, memehntahkan pengund狐gan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya ke dalam Berita

Dae重ah Ko屯Sihlga.

Ditetapk紬di Sibolga

pada tanggal 30 Maret 2022

wALI Ko皿slBOLGA,

dto.

JAMAしUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 30 Ma重et 2022

sEKRE皿R工s DABRAH KOTA s量BOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BER暮船DAERAH Ko皿slBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 35g



しAMPIRAN

pERATu孤N wAし暮KOTA S暮BOLGA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

pEDOMAN porn　肌RIER pEGAWA量　NEGER萱

SIPIL DI　しINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

S量BOしGA

BABI

PEN DAH ULUAN

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang- Undang

No血or 5 Tahun 2014 tentang Ap紬atur Sipil Negara bahwa untuk me可amin

keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas

peme轟ntahan dan pemb紬gunan perlu disusun Pola Kaher PNS y劃g

terintegrasi secara nasional. Setiap instansi pemerintah menyusun Pola

Karier PNS secara khusus sesual dengan kebutuhan.

2. Berdaarkan ketentuan dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 1 1

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Pola Karier PNS

merupakan pola dasar mengenal urutan penempatan dan/atau

perpindahan PNS dalan dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara

berkesinambung紬･ PPK d血a皿meneぬpk紬Pola Kaher PNS instansi hams

memperhatik劃Alur Kaher yang berkesinambungan.

3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Neg紬a d紬Refbmasi B五〇血asi Nomor 22 Tahun 2021 tent紬g Pola Kaher

Pegawai Nege轟　Sipil bahwa pola ka正er disusun berdasarkan ka上dah

perencanaan dan pengembangan karier, sehingga perlu ditetapkan suatu

pedoman Po宣a Kaher PNS.

8･ Ruang Lingkup

1 ･ CPNS dan pegawai pindah wilayah ke寄a;

2. Masa 〇五entasi;

3 ･ Pengembang紬kompetensi;

4. Pengembangan karier;

5. Masa persiap紬pcnsiun; dan

6･ Pelaks弧a Hahan dan Pelaks弧a皿gas

C. Maksud

Maksud Peratur紬W瓢i Kota ini merupakan pedoman P○○a Ka轟er PNS di

Daerah, yang mengatur p○○a das虹umtan penempat劃dan/a屯u pe町indahan

PNS dalam dan紬t紬posisi di se廿ap jenis Jabatan sec紬a berkesin狐bung狐.

D. T可uan

Penyelenggaman Pola Ka正er PNS be簾中u劃untuk:

1 ･ membe轟kan k匂elas袖dan kepastian ka轟er kepada PNS;

2. menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan Pemerintah

Daerah;

3. menin8katkan kompetensi dan kinelja PNS;

4･皿endorong peningぬtan p調危sionalitas PNS; dan

5. menciptakan iklim kelja yang kondusif dan transparan.



E. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Pola Ka轟er PNS y証tu:

1. te｢sedianya panduan Pola Kaher PNS Instansi Pemehntah Daerah; dan

2. meningkatkan kinelja Instansi Pemerinfah Daerah.

BAB1I

PERENCANAAN POしA KARIER

A. Pangkat, Golongan Ruang, dan Jabatan PNS

1. Jenjang Pangkat dan Golongan Ruang PNS terdiri atas:

a. Pembina ut紬a (IV/e);

b. Pembina utama Madya (IV/d);

c. Pembina utama Muda (IV/c);

d, Pembina mngkat I (量V/b);

e. Pembina (量V/a);

f. Pena自動ngkat I (Ill/d);

富. Penata (Ill/c);

h. Penata Muda T血gkat量(Ill/b);

i. Penata Muda (Ill/a);

j. Pengatur Tingkat重(II/d);

k. Pengatur (I量/c);

1. Pengatur Muda T血gkat賞(重I/b);

m. Pengatur Muda (I工/a);

n. Juru Tingkat I (I/d);

〇･ Juru (I/c);

p. Jum Muda Tingkat重(I/b); dan

q. Jum Muda(I/a).

2. Jenis Jabatan PNS terdih atas:

a. Jp富prat劃a;

b. JAmehpu血

a. Jabatan adm血is廿ator;

b. Jabatan pengawas; dan

c. Jabat狐pelaks紬a.

c. JF melipu仕:

1) Keahli劃, yaitu;

a. Ahli utama;

b. Ahli Madya;

c. Ahli Muda; dan

d. Ahli pe血na.



2) Keter紬pil劃, yaitu:

a. Penyelia;

b. Mahir;

c. Terampil; dan

d. Pemula.

巳. Jalur Kaher

J血ur Ka轟er ad血ah untas狐posisi jabatan yang dapat dil瓢ui oleh PNS ba龍

pada jenjang jabatan yang setara maupun jen]’ang jabatan yang lebih tinggi.

Pola Ka轟er PNS dapat berbentuk:

1. Pola karier horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi

Jabatan lain yang set狐a, baik di d血am satu kelompok maupun ant紬

kelompok JA, JF, atau JPT. Ketentuan Pola Karier Horizontal yaitu sebagai

be正kut:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratana dapat berpindah secara horizontal ke

dalam JPT Pratama lainnya sesuai dengan persyaratan Jabatan dan

ketentuan perund紬g-undangan.

b. JF dapat be町indah ke JF lain dilaksrmakan sesuai dengan kua瓦触asi,

kompetensi, dan syarat Jabatan.

c･ Pe増血dahan JF ke JF lajn皿e脆pud je可ang Jabatan dan angka血edit

yang setara.

d. Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau

l血tas rumpun/譲as脆kasi JF.

e･ Perpindahan JF ke JF lain y狐g set釘a dilakukan dengan

memperha仕kan kebutuhan org孤isasi dan melalui巾i kompetensi.

f.叩i kompetensi d組aksanakan olch宣nstansi pembina JF.

g･ JF dapat be町indah kc JA sesu糾｣e町ang Jabatan, ku址綿kasi,

kompetensi, dan syarat Jabatan.

h. JF Ahli Utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam J門Pratana

sesuai denga皿ketentuan pcratur紬pemnd紬g-und狐gan.

i･ Pe呼indah紬kaher ho重セont血bagi JA ke JF, yaitu:

1) Adminis廿ator dapat be重pindah sec紬a ho重セont瓢ke Fungsion址A皿

Madya; atau

2) Pengawas dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli

Muda.

j･ Dalam hal kondisi te轟entu pe町indahan kaher dapat di量akukan皿elalui

mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

u ndang紬.

k. JA dapat be町indah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi,

kompetensi, d狐sya重at Jabatan.

2. Pola karier vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi

Jabatan yang la血yang lebih tin銘i di dal劃satu kelompok JA, JF, atau

J門. Ketentuan Pola Karier Vertikal yaltu sebagai berikut:

a. Promosi dalam JA dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi

atau melalui seleksi intem血.

b. Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan, Pejabat Fungsional dapat

berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan ]enjang paling

寄n幾i d血am satu kateg〇五JF nya.



c. Pejabat Fungsional kategori keteranpilan dapat berpindah ke kategori

keahlian d遭am satu重umpun/岨as脆kasi JF yang memili虹tugas dan

血ngsi y狐g sa血a.

d. Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan sesuai dengan kual亜kasi,

kompetensi, dan syarat Jaba協調berdas貧rkan kebutuhan organisasi dan

pe屯Jabatan yang telah ditetapkan.

e. Promosi ke dalam JPT dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan

Jabat紬　melalui rencana sukscsi, seleksi terbuka atau berdasarkan

ketentuan Sistem Me正t dengan memperha也kan kebutuhan organisasi.

I. Rencana suksesi, seleksi terbuka, dan ketentuan Sistem Me轟t

dilakcanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3･ Pola ka正er diagon軸, yaitu perpindah狐da轟satu posisi JF ke posisi

jabatan JA atau J門d紬seb瓢iknya. Ketentuan P○○a Kaher Diagon血,

yaitu sebagai behkut:

a. Perpindahan karier diagonal bagi JA ke JF, yaitu :

1) Administrator dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional

Ahli Utama;

2) Pengawas dapat be町indah secara diagonal ke Fungsional Ahli

Madya; atau

3) Pelaksana dapat be重pindah d瓢am bentuk diagon血ke Fungsional

kateg〇五keahHa皿atau kateg〇五keterampil劃.

b. Perp血dahan ka五er diagon血　d組akukan melalui mekanisme

perpindahan, penyesuaian/わpassJng atau promosi dalam JF, sesuai

deng紬ketentuan peraturan pemnd紬g-undangan.

c･ Perpindah紬kaher diagonal ba産JF ke JA, yaitu:

1) JF katcg〇五ketemmp組an atau JF AhⅡ Pe轟ama dapat berp血dah

secara diagonal ke Jabatan Pengawas; atau

2) JF AhH Muda dapat berpindah secam diagon血　ke Jabatan

Adm血is血tor.

d. Pe重曹indahan kaher diagonal d遭akuk劃　mel瓢ui mekanisme

penugas劃　pada Jabata皿　di luar JF, sesuai dengan keten血紬

peraturan pemndang-und紬gan.

e･ Pe町indahan ka轟er diagon瓢JA a屯u JF Ahli Madya ke d瓢am J門

Hatama dilaks紬akan mel血ui promosi secam seleksi terbuka, sesuai

ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan memperhatikan

kualirikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan

org劃isasi.
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C. In血as廿uktur Pola Kaher PNS

Po血Kaher PNS hams didukung dengan in紅as廿u虻ur yang terdih atas :

1.打oⅢ Pegawai

Profil Pegawal merupakan kumpulan infomasi kepegawaian dari setiap PNS

yang terdi轟atas :

a･ Data personal;

b. Kual並kasi;

c･ Rekamj匂ak Jabata皿;

d. Kompetensi;

e. Riwayat pcngembang争n Kompetensi;

青　Riwayat hasil pcnnaian Kine寄a; dan

9. Informasi kepegawalan lainnya.

2. Penilaian Kompetensi

Penilaian Kompetensi merupakan suatu proses membandingkan

Kompetensi yang dimili虹　PNS dengan Kompetensi Jabatan yang

dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessme庇　Ce庇er atau

metode penilaian lainnya. Metode penilaian lainnya adalah metode selain

metode Assessme庇Ce融er yang digunakan dalan pelak組naan penilaian

Kompetensi PNS. Metode Assessme融Center adalah metode terstandar yang

dilakukan untuk mengukur Kompetensi d劃pred毘si kebe章has組an pegawai

dalam suatu Jabatan deng紬　menggunakan beberapa alat ukur atau

simulasi berdas紬kan Kompetensi Jabatan dan d組akukan oleh beberapa

orang Assessor y劃g terdi轟atas :

a. Metode Sederhana adalah proses penilaian Kompetensi dengan metode

Assessme融Ce融er menggunakan alat ukur paling kurang wawancara

Kompetensi tingkat sederhana, tes psikologi, dan/atau ditambah dengan

pal血g kur紬g 1 (satu) simulasi t血gkat sederh紬a;

b. Metode Sedang adalah proses penilaian Kompetensi dengan metode

Assessmeut Ce融er menggunakan alat ukur wawancara Kompetensi

tingkat sedang, tes psikologi, dan ditanbah paling kurang 2 (dua)

simulasi dngkat sedang.

c･ Metodc Kompleks ad血ah proses penilaian Kompetensi dengan metode

Assessme融　Ce融er menggunakan alat ukur wawancara Kompetensi

tingkat kompleks, tes psikologi, dan ditambah paling kurang 3 (tiga)

simulasi tingkat komp賞eks.

3. Progra皿Pengemb紬g紬Kompetensi dan Ka轟er

Program Pengembangan Kompetensi merupakan program yang diberikan

kepada pegawai untuk meningkatkan Kompetensi dan/atau mendudu瞳

suatu Jabatan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh pegawai

memiliki kesempatan yang sama dalam Pengembangan Kompetensi.

Untuk menja皿血terselengg釘anya Penge皿bang紬Kompetensi dan Kaher

PNS guna血endukung pen血豆katan Ka正er PNS perlu adanya perencanaan

pengembangan PNS.

4. Panida Seleksi

a･ Panida Seleksi meⅢpakan pani缶a yang dibentuk oleh PPK yang

bertugas menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan melalui

wawancara dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawal untuk

menduduki JFT atau Administrator atau Pengawas.



1) Pani心a seleksi Jpr

a) dibentuk oleh PPK d狐berk○○重d血asi dengan Komisi Aparatur

Sipil Negara (KASN); dan

b) beljumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

(sembilan) orang yang berasal dari 45°/o unsur internal (Pejabat

陣mp血紬T血ggi Pe血e轟ntah Daerah) dan 55% unsur ekstem狐

(ahademisi / profesional).

2) Pani寄a Seleksi Ad皿inis廿ator atau王℃ngawas

a) dibentuk oleh ftyB;

b) beranggotakan Tim Penilai貼nerja PNS atau pejabat lain yang

berkompeten; dan

c) dalan hal tidak dibentuk Panitia Seleksi maka dilaksanakan oleh

Tim Penilal Kinelja PNS.

b. D軸am rangka pelaks劃aan pengadaan PNS di lnstansi Peme轟ntah, PPK

membentuk p孤i瞳a seleksi血stansi pengada狐PNS.

c. Jumlah dan kriteria panitia seleksi disesuaikan dengan kebutuhan

organisasi dan ketentuan peraturan pemnd紬g- und紬gan･

5. Tim Penilal Kinelja PNS

a. Tim Penilai Kinelja PNS dibentuk oleh PyB, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tim Penilai貼uelja PNS beljumlah gasal, paling

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

b. Susunan Tim Penilai Kinelja PNS terdiri atas:

1) Pembina (Wali Kota);

2) Pengarah (Warn Wali Kota);

3) Ke亡ua me則gkap Anggpta (Sekreta轟s Daerah);

4) Anggota meliputi:

a) Pejabat Thpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian;

b) Pejabat ELpinan Tinggi Pratama yang menangani pengawasan

血tem瓢; dan

c) Pe]’abat pimpinan Tinggi lainnya yang terkait;

5) Sekretaris tidak merangkap Anggota (Pejabat Administrator yang

menangani kepegawaian).

c. Tim Penilai貼uelja PNS bertugas memberikan pertimbangan kepada

Wali Kota untuk menjain kualitas PNS dalam hal :

1) penempatan pegawai pada Perangkat Daerah;

2) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari Jabatan;

3) kenaikan p紬gkat luar biasa;

4) pengembangan kompetensi dan karier pegawai; dan

5) tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Kota.

d. Dalam menjalankan tugas, Tim Penilai K血elja PNS dibantu oleh

Sekretariat Tim Penilai Kinelja PNS.

6. Laman

Laman merupakan sarana penyanpaian infomasi dan interaksi melalui

intemet/intranet antara pihak-pihak yang terlibat dalan Pola Karier PNS.



7. Anggaran

linggaran merupakan dana yang dialokasikan dalan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran dalan rangka mendukung kelancaran pelaksrmaan kegiatan Pola

Ka正er PNS sesuai bidang tugas dan請ngsinya･

D. Unsur Pola Ka正er PNS

Pola Karier PNS dilakukan dengan cara men8kaltkan unsur-unsur Pola Karier

PNS me虹pu色:

L Jenis, mmpun/軸as瀧kasi, dan pro組Jabat狐;

Jenis, rumpun/ klasifikasi, dan profil Jabatan paling sedikit terdiri dari jenis

Jabatan dan jenjang Jabatan, rumpun/klasi触asi Jabatan, persyaratan

Jabatan, d紬tugas Jabatan.

2. Standar Kompetensi ASN

a. standar Kompetensi ASN me止pu心Kompetensi Man生je正血, Kompetensi

Teknis, dan Kompetensi Sosia重KulturaL

b. PPK mene屯pkan St紬dar Kompetensi ASN sesuai dengan ketentuan

pcraturan perundang-undangan I

3. Pengembangan kompetensi dan pembinaan karier

Pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk mendukung pembinaan

dan peningkatan karier sesuai dengan jenis Jabatan.

Pengembangan kompetensi paling sedikit didas紺kan pada :

a. Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesual dengan

ketentu劃pemturan pemnd紬g-undang紬･

b. Pendidikan dan peladh狐kepcmimpinan dan pendid址an dan peladhan

fungsional merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawal

yang akan mendudu胞masing-masing jenis Jabatan･

c. pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap

jenjang mulai dari Jabatan paling rendah sanpai Jabatan paling tinggi

sesuai karaktehsdk dan kebutuhan mas血g-mas血g instansi.

d. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan yang sifatnya mendesak

dan harus diisi, dalan hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum

dipenuhi untuk semenセⅢa dapat d櫨akuk紬　可i kompetensi d血am

pengisian Jabat紬　sesua上　dengan ketentuan peratur狐　pemndang-

undangan.

4. Pro鱈1 pegawai

打o則pegawai p瓢ing sed亜t memuat da岨per∞n瓢, ku血i鮎喰si pendidikan,

reka皿壇ak Jabatan, kompetensi,正wayat pengcmba皿gan,正wayat basil

pennaian　貼ne寄a, pendid址an dan pelat血紬, usia, dan inめmasi

kepegawai紬la血nya.

Usia pal血g rendah didasarkan pada :

a. paling ting$ 1 (catu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun untuk
mcndudu虹Jabatan Pengawas aぬu Adminis血ator.

b. usia pal血g血Iggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk mendudu虹J門

Pratana.



5. Masa ke寄a

a. Ma組kelja untuk JA diatur sebagai berikut :

1) Untuk mendudu閣Jabat紬Pengawas p出血g singkat 4 (empat) tahun

d瓢am Jabatan Pelaks弧a.

2) Untuk Mendudu貼Jabatan Ad皿血is血ator p軸心g kurang 3 (tahun)

d血創皿Jabat劃Pengawas.

b. Masa kelja untuk JFT Pratama, paling kurang 2 (dua) tahun dalam

Jabatan Administrator.

c. Masa kerja untuk JF berdasa重kan angka kredit yang diperoleh sesual

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6. Kelas Jabat狐

Kelas Jabatan memuat informasi kelas Jabatan masing-masing Jabatan

sesuai deng劃ketentuan peratur紬pe｢undang-und紬g劃.

7. Peng瓢am紬Jabatan

a. Untuk mendudu岨Jpr Pratama se○○狐g PNS memili貼　pengalam劃

Jabatan dalam bid劃g tugas y劃g terkait deng狐Jabatan y紬g akan

didudu瞳secara kumula心f paling singぬt selama 5 (lima) tahun.

b. Untuk menduduki Jabatan Administrator seorang PNS memiliki

pengalanan pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau
JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang

tugas Jabatan y狐g akan didudu岨.

c. Untuk mendudu岨Jabata皿Pengawas seorang PNS memi雌peng血am紬

d血劃Jabatan Pelaksana p心血g s血(車at 4 (empat)也hun atau JF yang

setin8kat dengan Jabatan Pelaksana sesual dengan bidang tugas

Jabatan yang akan didudu貼.

d. Untuk mendudu貼Jp冒dan JA, se○r紬g PNS da轟JF ha｢us d瓢am satu

rumpun/klasifikasi Jabatan dan sesuai dengan jenjang yang

dipersyara也紬sesuai deng紬ketentuan pemndang-undang劃.

8.打o鮒dan stmktur o丁ganisasi

Pro鮒dan stmktur orga皿isasi memuat血fb皿asi tenta皿g pro餌d孤st｢u比ur

orga重iisasi ○nstansi Peme轟ntah dan tata ke寄a untuk皿engga皿barkan J血ur

Kaher.

9. Peta Jabatan

Peta Jabatan ditetapkan oleh Wall Kota berdaarkan analisis Jabatan dan

tata kelja organisasi Instansi Pemerintah sebagai da組r penyusunan Jalur

Ka正er sesuaj dengan ketentuan peratu則pemndang-unda皿g紬.

1 0. Penilaian kinelja dan pembinaan disiplin

a. Penilaian kinelja dan pembinaan disiplin dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan pemndang-undang紬.

b. Penilaian Kinelja JFT dan Jabatan Administrator dnakukan berdasarkan

penilaian Sasaran Kine寄a Pegawai dan Perilaku Ke寄a sesuai dengan

ketentua皿peratu剛pemndang-undanga皿.

c. Penilaian貼uelja JF dilakukan berdaarkan pencapaian Angka Kredit

Kumulatif, Sasaran Kinelja Pegawai, dan Perilaku Kelja sesuai dengan

ketentuan peraturan pemndang-undangan.



BAB車重I

pELAKSANAAN poLA肌RIER

A. Ke重angka Manaje皿en Pola Ka正er PNS

Manajemen Pengembangan Karier PNS adalah suatu upaya pemenuhan

kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan Jabatan

yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seop血mungk血

mencapai ka轟er sc血縫i-正ngginya di dalam organisasi･

Ganbar 2. Kerangka Manajemen Pola Karier PNS

a. Pegawal Baru

Pegawai Baru terdiri atas CPNS dan Pegawai Pindah Wilayah Kelja dari instansi

di luar Peme正ntah Daerah.

1. CPNS

a. CPNS pada saat diangkat diberi golongan kepangkatan sesuai dengan

心ngkat kelulus劃pendidikan sesuai fbmasi dan kelas Jabatan･

b. Tingkat kelulucan pendidikan sesuai formasi diproyeksikan dalam

golong紬meHpu心:

1) lulusan Saljana (S-2)/Dokter/Apoteker, diproyeksikan pada CPNS

golong劃II量/b;

2) lulus紬　Saljana (S-1)/Diploma (D-4), diproyeksikan pada CPNS

golongan Ill/a;

3) 1ulus弧Diploma (D-3), diproyeksik狐pada CPNS golongan重I/c;

4) lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, diproyeksikan

pada CPNS golong肌寒I/a;

5) 1ulusan Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertana, diproyeksikan

pada CPNS g○○ongan量I/a;



6) 1ulusan Sekolah Menengah Pe巾ama (SMP) sederajat, diproyeks址an

pada CPNS golongan重/c; dan

7) lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat, diproyeksikan pada CPNS

8Olon8紬I/a.

2･ Pegawai軸ndah W組ayah Kc章ja

Pegawai騨ndah W遭ayah Ke寄a Masuk dⅡakuk紬　secara selek亀f untuk

memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ku瓢漁kasi, Kompetensi,

dan kinelja akan diatur dalam Perwal te巾isah.

C. Masa 〇五entasi

Setiap Pegawai Baru wajib mengikuti mace orientasi yang akan diatur dalan

Peratu｢an W瓢i Kota.

D･ Pengembangan Kompetensi

Se心ap PNS y紬g mendudu貼JPT, JA, d紬JF皿emn址i hak yang sama untuk

mendapatkan pengembangan. Pengembangan yang dimaksud adalah

Pengembangan Kompetensi yang meliputi Pengembangan Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosio Kultural, dan Kompetensi

Pemerintahan. Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling

sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (組tu) t血un. Pengembangan

Kompetensi dilakukan melalui Pendidikan dan/atau Pelatihan akan diatur

dal劃Pe｢wal terpisah.

E. Pengembang紬Ka正er

Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan PNS secara

kualitatif sesual dengan persyaratan jabatan. Pengembangan Karier dilakukan

melalui jalur karier mutasi dan promosi. Jalur Karier adalah lintasrm posisi

Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara

(mutasi) maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi (promosi).

F･ Masa persiapan pensiun

1 ･ Masa Persiapan Pensiun

a･ Masa persiapan pensiun dibe轟kan untuk j狐gka wa虹u pal血g lama 1

(satu) tahun. Selama nasa persiapan pensiun PNS yang bers紬gkutan

mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (温tu)

k址i penghasilan PNS terakhir yang dite正ma.

b. Sebagai persiapan memasuki pensiun, dilakukan pembekalan pensiun

sebagai sarana untuk mendukung dan rencana altematif second karわr.

c. Pelaks紬aan pembekalan pensiun dilaksanakan bagi PNS yang akan

memasu貼masa pensiun paⅡng sedi貼t 2 (dua) tahun sebelum BUP.

2. Pensiun

a･ PNS yang ak狐mencapai BUP sebelum diberhen宜kan dengan homat

sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil ma祖persiapan

pensiun dan dibebask紬da轟Jabata皿PNS.

b. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang menga血batkan

PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.



c. Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang menga虹batkan

kehilangan statusnya sebagai PNS.

G･ Pelaksana Ha正調dan耽1aks弧a Tugas

Dalan hal pengisian JFT, Jabatan Adnrinistrator dan Jabatan Pengawas tidak

dapat d組aks劃akan a屯u　　仕dak memperoleh has組　　pen親sia皿

dalam Jabatan, PPK dapat menugaskan Pe]’abat Pemerintahan sebagai

Pelaksana Ha五an atau I℃1aksana Tugas.

Penuga組n Pelaksana Harian dan Pelaksrma Thgas dapat ditunjuk apabila

pejabat dermitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

1. Kriteria Pelakcana Harian dan Pelak輸ma Tugas

a. Penuga温n Pelakcana Harian atau Pelaksana Tugas dilaksrmakan atas

dasar :

1) ditugaskan o量eh Badan dan/a血u坤abat Pemehntah紬di a屯snya;

dan

2) mempaka血pelaksana狐tugas軸心n.

b. Pelakcanaan tugas mtin sebagainana dimaksud pada humf a an8ka 2

tcrdi轟atas :

1) Pelaks弧a Ha轟an yang melaks紬覆【劃　tugas　関心n da五　両abat

defmitif yang berhalangan sementara; dan

2) Pelakcana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat

de丘ni址ya皿g berhdangan tetap.

c. Pelaksrma Harian atau Pelakana Tugas tidak berwenang untuk

menganbil keputu組n dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang

berdampak pada pembahan s屯tus hukum pada aspek organisasi,

kepegawaian, dan alokasi anggaran.

d. Keputusrm dan / atau tindakan yang bersifat strategis

sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan

keputu輸n dan / atau Tindakan yang memiliki dampak

bes紬　seperti penetapan perubahan rencana strategis dan

renc紬a ke竜a peme轟ntah.

e. Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada huruf c yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian pegawai.

f. Pelaksana Harian dan Pelaksrma Tugas memiliki kewenangan

mengambil keputusrm dan/atau tindakan serfu keputu縫m dan/atau

tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status

hukum pada aspek kepegawaian.

9. Pelakcana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan meliputi:

1) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definidf sesual dengan

ketentuan pemturan perundang-und劃gan ;

2) menetapkan Sas紬an Kinelja Pegawai dan penilaian prestasi kelja

pegawai;

3) menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

4) menetapkan cu廿sela血Cu髄di Lua重Ta皿ggung劃Nega重a d狐cu寄

yang akan dijalankan di luar negeri;

5) menetapkan surat tugas/ surat perintah pegawai;

6) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;

7) menyanpaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar-

血stansi;



8) memberikan tugas/izin belajar;

9) membehkan izin mengikuti seleksi JPT atau JA; dan

1 0) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

2･ Penugasan Pelaks紬a Hahan dan Pelaks紬a　皿gas dapat

dibehk狐kepada PNS yang mendudu貼Jabatan :

a. JPF Madya;

b. JPT Hata皿a;

c, Adminis廿ator;

d. Pengawas; atau

e. P匂abat Fungsion血.

3. PNS yang diberikan penugas紬　　Pelaksana Harian atau

Pelaks劃a Tugas ha則s memenuhi persyaratan:

a. Memili貼kompetensi d紬ku血脆kasi sesuai bidang tugas yang akan

dilaksanak紬;

b. Memiliki jenjang Jabatan setara atau組tu tingkat lebih rendah dari

jenjang Jabatan y紬g akan ditugask紬;

c. Berkinelja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan

d. Bemsia p血ing心nggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam

Jabata皿y狐g ditugaskan.

4. Pejabat fungsional dapat diberikan penugasan Pelaksana Harian dan

Pelaks弧a Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 humf e denga皿

ketcntuan :

a. Pejabat fungsional jenjang Ahli Utana dapat ditunjuk sebagai Pelakcana

Harian atau Pelaksana Tugas JFT Pratama atau JFT Madya.

b. Dalam hal pejabat fungsional jenjang Ahli Utama akan ditunjuk sebagai

Pelakcana Harian atau Pelaksana Tugas JFT Utana, maka harus

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pelaksana Haha皿ditetapkan dengan penugasan da轟mente轟y狐g

mengk○○rdinasikan penyclcnggaraan pemehntah紬di bidangnya.

2) Pelaksa重ia Tugas dite屯pkan dengan Keputus劃打esiden･

c. Pejabat fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana

Ha轟紬atau Pelaks紬a Tugas Jabat紬Adm血is血ator atau JPT Pmtama.

d. P匂abat血ngsion血je可ang Ahli Muda dapat ditu巾uk sebagai Pelaksana

Hahan atau Pelaksana　皿gas Jabat紬　Pengawas a屯u Jabatan

Adm血ist重ator.

e. P匂abat　請ngsion血　je可ang Ah脆　Pe血na dapat ditu可uk sebagai

Pelaks紬a Hahan atau Pelaksana　皿gas Jabatan Pelaksana yang

皿erupak紬eselon V atau Jabatan Pengawas.

5. Dal狐h軸心dak tcrdapat PNS dengan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada angka 3, penugas狐Pelaksana Ha正an a屯u Pelaksana Tugas dapat

dibehkan kepada PNS dengan je可ang Jabatan satu t血gkat lebih血n重盗i dan

je可紬g Jabatan yang akan ditugask劃.

6. Penu垂ukkan dan kewenangan Pelaksana Hahan dan

Pelaks貧na Tugas bagi Jabatan Se血eta正s Daerah

Provinsi/Kabupaten/Ko屯dilakukan sesua上dengan ketentuan peratura皿

pe｢und紬g- undangan.



7. Mek孤isme Penugas弧Pelaksana Hahan d紬Pelaksana皿gas.

Penuga組n Pelak掛na Harian atau Pelakcana Tugas dilakukan oleh PPK

a屯u p匂abat yang ditu可uk mel瓢ui Sumt Pehn心血皿gas.

a. Penugasan Pelaks紬a Hahan ditetapk劃untuk waktu p軸心g singkat 3

(心ga) hah dan p狐ing lama 30 (亀ga puluh) hah.

b. Penugacan Pelaksrma Tugas ditetapkan untuk waktu paling singkat 1

(satu) bulan dan p出血g lama 3 (缶ga.) bulan.

c. Dalan hal sanpai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum

diperoleh pelaksrma tugas defmitif, Pelaksana Tugas dapat diberikan

perpanjangan paling banyak untuk 1 (組tu) kali penugasan.

d. Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitas Pelaksrma Tugas

d遭aks紬aka皿sesuai dengan ketentuan pcratur狐pemndang-unda皿gan.

8. Pelaporan Tugas Pelaksana Harian dan Pelaksrma Tugas

a. Pelakcana Harian atau Pelaksana Tugas melaperkan pelaksrmaan tugas

kepada PPK atau pejabat yang memberikan penugasrm.

b. Pelaporan sebag証mana dimaksud pada bumf a d孤akuk狐　setelah

bcra血imya pelaks弧aan tugas.

BABIV

pBMAN恥uAN DAN EVAしUAs量

lndikator keberhasilan organi温si dalan menjalankan suatu progran dapat dilihat

da正kesesuaian proses dcngan pe重enc劃a紬dan pe血狐ぬat狐sumber daya yang

efektif dan efisien melalui sebuah mekanisme kendali yang baik. Mekanisme

kendali tersebut merupakan sebuah pendekatan yang sistematis dan terintegrasi

dari mana]‘emen yang merupakan bagian dari manajemen untuk memastikan

bahwa dalam menjalankan sistem tidak tebadi penyinpangan dari rencana yang

telah disusun sehingga membantu organisasi dalan mencapai tujuan.

A. Pema皿tau狐

Pemantauan mempakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu

keadaan atau kondisi, temasuk juga perilaJm atau kegiatan tertentu, dengan

t巾ua皿agar se血ua daぬ皿asukan a血u血書b鵬si yang dipe∞1ch da轟hasil

penganatan tersebut dapat menjadi landasrm dalam mengambil keputusan

血宣dakan sela可u血ya yang diperluk紬･鵬ndak狐　tersebut diperlukan

seandainya hasil penganatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak

sesuai dengan yang direncanakan semula. Thjuan pemantauan untuk

mengamati /mengetchui perkembangan dan kemajuan, identi蝕a8i dan

pemasalahan serta antisipasinya. Dalam rangka pemantauan, perlu disusun
laporan Pelaksanaan Pola Karier PNS yang meliputi: identi缶kasi kebutuhan,

hasil seleksi, pengembangan, da皿pene皿pat狐･

8. Ev血uasi

Evaluasi merupakan proses menentukan nflai atau pentingnya suatu kegiatan,

kehijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah pen並uan yang seobjektif

dan sesistema缶k mung虹n terhadap sebuah血teⅣcnsi yang d血cnca皿aka皿,

sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Melalui data yang

diperoleh dalan pemantauan, dapat digunaha untuk mengukur kemajuan

yang dicapai, melakukan pe重encanaan dan　重鳩rnaik紬　seね　皿e皿as正kan

tercapainya sasaran implementasi Pola Karier PNS･



BAB V

PENUTUP

Dengan ditetapkannya pedoman Pola Kaher PNS sebagaimana diatur d瓢m

Peratur狐　Wa虹kota ini, seluruh pi皿p血an Perangkat Dae隠h perlu segera

mengimplementasikan Pola Karier PNS. Untuk itu, setiap pimpiinan Perangkat

Daerah hams memperhatikan h瓢-h孤sebagai be正kut :

1. Melakukan intemali組si Pola Karier PNS guna memperoleh kesanaan

pemahaman terkait dengan penerapan Pola Kaher PNS Peme血1tah Daerah; dan

2. Melakukan pemantau劃da皿ev血uasi penerapan Pola Kaher PNS pada mas正g-

masing Pe剛gkat Daerah secam berkala.

wALI Ko皿s暮Bo鵬A,

dto.

JAMALUDDIN POHAN


